PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI (80351)
TELP - (0381) 4715259, Call Center 1500273
Website : www dpmptsp badungkab go.d

Nt
E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

NOMOR 4/4608/DPMPTSP/2024
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis
atas setiap kebijakan yang diambil,

d. bahwa Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi
berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor 4/4608/DPMPTSP/2024 ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Kepala tentang Penetapan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I1I Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 Agustus 2024

PALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
SELAKU &, %,
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YAWAN, S.T., M.T.
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LEM AN K J IS/ % | s
PIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG.

NOMOR 4/4608/DPMPTSP/2024
TANGGAL 26 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

| NO | INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN KONSEKUENSIUPERTIMBANGAN BAGI PUBLIK _ JANGKA

_ _ INFORMASI o = WAKTU

,, DIBUKA DITUTUP _ |

, ,

! 1. | Data Server - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Dapat Membahayakan keamanan Melindungi/mengamankan mw_Esu masih _
*, KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 perangkat serta data perangkat serta data digunakan/berlaku _
|

.\ * - | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Dapat menggangu perlindungan Zo::a::m_. hak atas kekayaan

_ A Informasi dan Transaksi Elektronik, | hak atas kekayaan intelektual intelektual

” ~ Pasal 25

| , Memungkinkan adanya Melindungi Hak Akses

‘ ‘ penyalahgunaan hak akses

., _ & B il _
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Database dan Sistem
M Manajemen Database |

|

T | UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan
Elektronik, Pasal 25

Transaksi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,
Pasal 17 huruf b dan huruf’j

Dapat mengganggu keamanan
database

Memungkinkan adanya
penyalahgunaan hak akses

Menjaga keamanan database

Menjaga/melindungi hak akses

Selama masih
digunakan/berlaku

Data / Dokumen pribadi
pimpinan secara detail

| (Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah) foto
dan audio visual

UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17
Huruf h

Dapat mengungkap data pribadi
pimpinan

Melindungi data pribadi
pimpinan yang bersifat pribadi

Sampai adanya
persetujuan dari
pejabat yang
bersangkutan
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Dokumen terkait identitas
Pelapor Pengaduan dan
Pelaporan Gratifikasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17
huruf a dan huruf’i

Peraturan Bupati No. 12 tentang
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15
ayat 1

Dapat membuka identitas pelapor

Melindungi identitas pelapor

| selama masih

berlaku/diperlukan

i e
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3 Dokumen terkait hasil | = | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat membuka identitas obyek Melindungi identitas obyek M Selama masih N
| pemeriksaan, penanganan | keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 pemeriksaan/ penanganan pemeriksaan/penanganan | berlaku/diperlukan
pelimpahan perkara dan huruf a dan huruf'1 pengaduan pengaduan v

penanganan pengaduan A _

, [

|

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun _

v | 2017 tentang Pembinaan dan ;
,, Pengawasan Penyelenggaraan

| Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat 2 ?

/ANA, S.T. M.T
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ahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No N
am
. Jabatan Unit Ker
1a Tanda Tangan
1, |[Dr.IrIN aw.
dade Agus Aryawan ST. MT Kepala Dinas DPMPTSP. Kab. Badung
2 v :
2. |ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, M.M Sekretaris Dinas DPMPTSP. Kab. Badung
5. |1 Gusti Bagus Diana Putra, SE. M.Si JE. Penata Kelola DPMPTSP. Kab. Badung
Penanaman Modal Ahli
Madya

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian .

Menyetujui,
.Vnm?yr} DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
P

FLAYANAN TERPADU SATU PINTU KABU
T>_wC1>juZ BADUNG

PATEN BADUNG
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